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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas kontestas kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HT1), dan
Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan
alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal
tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017,
sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HT1 secara terbuka sejak masa awal reformasi
(2000).

<br><br>

Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik
kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnyatidak menyebut ke elasan adanya peran NU
sebagal kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan
(pressure groups) untuk menjelaskan upayatarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan
pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan
wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

<br><br>

Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara
kepentingan negara, HT1 dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan
keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam
Nusantard'. Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevans
isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang
dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan
perilaku dan sikap €lit politik. Kondis struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok
Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HT1. NU diidentikan dengan Islam
moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo,
sehingganilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia
(HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded
HTI on the grounds that HTI isaradical mass organization that is considered to be deviant because it want
to enforce the khilafah system. Thisis thought to have political content because the dissolution process was
conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the
beginning of the reform period (in 2000).
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<br><br>

The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology
in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure
groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to
influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and
interview methods as data collection instruments.

<br><br>

The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HT1 and NU. The
interests of the state are ideological interestsin guarding Pancasila and public security. NU regjects the
Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in
encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and
conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built
by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and
attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo
group influenced the decision to dismissHTI. NU isidentified with moderate Islam which supports Jokowi
and HTI isidentified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to
the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI.



